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ABSTRAK 

Didasari oleh keprihatinan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia 

yang sudah sampai pada titik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan 

ketahanan nasional karena sasarannya sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat 

sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, serta menghimbau agar 

pelakunya dihukum seberat-beratnya. Peredarannya yang semakin meluas hingga 

kepelosok negeri ini berdampak negatif pada setiap daerah-daerah tersebut. Seperti 

halnya di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, menurut data yang bersumber 

dari Ketua Badan Narkoba Kabupaten (BNK) Ahmad Marzuqi menyatakan: 

”Penikmat narkoba 90% adalah anak-anak dengan usia antara 15 – 17 tahun”. Selain 

itu, Pengadilan Negeri Jepara menyatakan telah memberikan putusan sebanyak 62 

kasus penyalahgunaan narkoba selama periode Januari 2008 sampai Maret 2012.  

Dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yaitu 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan oleh 

hakim dalam kasus-kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Jepara, 

tahun 2011-2012? dan Bagaimana solusi Islam dalam upaya penanggulangan 

terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara? 

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian lapangan (field 

research), untuk itu dalam mengungkap permasalahan mengenai penegakan hukum 

terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Jepara, penulis menggunakan 

analisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menjelaskan, 

mengelompokkan, serta menyelesaikan data yang diperoleh dari penelitian berupa 

hasil wawancara pada seorang hakim dan Ketua Panitera Muda dan dokumen berupa 

perkara-perkara pidana yang diadili di Pengadilan Negeri Jepara serta putusan 

perkara: No.: 168/ Pid. B/ 2011/ PN. Jpr, No.: 183/ Pid. B/ 2011/ PN. Jpr, No.: 270/ 

Pid. B/ 2011/ PN. Jpr, No.: 28/ Pid. Sus/ 2012/ PN. Jpr; No.: 166 Pid. Sus/ 2012/ 

PN. Jpr. untuk kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menggunakan 

teori pemidanaan dalam Islam menurut kualitas dan kebenarannya untuk dibuat 

kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan Hakim yang diberi kekuasaan atau 

kewenangan untuk menjatuhkan hukuman ta‘zir kepada pelaku tindak pidana belum 

sesuai dengan keadaan pelaku dan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya 

Pemidanaan yang bersendikan pada falsafah pembalasan, menunjukkan bahwa 

penjatuhan pidana dirasa masih terlalu ringan, karena hakim pada Pengadilan Negeri 

Jepara dalam memberikan sanksi rata-rata masih dalam batas minimal, dan hakim 

belum pernah memberikan putusan rehabilitasi, selain itu pemberian sanksi terhadap 

terpidana belum memberikan deterrent effect terhadap pelaku tindak kejahatan 

dalam penanggulangan dan pemberantas penyalahgunaan narkotika. sehingga solusi 

untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah menerapkan nilai-nilai 

Islam seperti mewajibkan negara membina ketakwaan warganya menurut agama dan 

kepercayaannya masing-masing.membentengi diri dan keluarga dari narkoba dengan 

cara Mengajarkan aqidah yang benar, Memperbaiki keluarga, sehingga keluarga 

menjadi tempat yang nyaman bagi anggotanya, Menanamkan kebiasaan untuk 

memanfaatkan waktu dengan baik. 

 

Kata Kunci: Putusan Hakim,Tindak Pidana Narkotika dan Pemidanaan  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 yang 

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

A. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

alif 

ba’ 

ta’ 

sa’ 

jim 

ḥ{a 

kha 

dal 

żal 

ra’ 

zai 

sin 

syin 

ṣad 

d{ad 

ṭa 

ẓa 

‘ain 

gain 

fa’ 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ {  

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (titik di atas) 

je 

ha (titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (titik di bawah) 

de (titik di bawah) 

te (titik di bawah) 

zet (titik di bawah) 

koma terbalik (di atas) 

ge 

ef 
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 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

wau 

ha’ 

hamzah 

ya 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’ 

y 

qi 

ka 

el 

em 

en 

we 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 متعددة

 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta'addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbutah di akhir kata kata 

 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 حكمة

 علة

ditulis 

ditulis 

Hikmah 

'illah 

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

kata bahasa Indonesia, seperti salat , zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

ولياء لأا  'ditulis Karāmah al-auliyā كرامة 
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 ditulis Zakāh al-fiṭri زكاة الفطر 

 

D. Vokal pendek 

__  َ __ 

 

 فعل

 

__   َ __  

 

 ذكر

 

__  َ __ 

 

 يذهب

 

fathah 

 

 
 

kasrah 

 

 

 

ḍammah 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

A 

 

fa'la 

 

i 

 

żukira 

 

u 

 

yażhabu 

 

E. Vokal panjang 

fatḥah + alif 

 جا هلية

fatḥah + ya’ mati 

 تنسى

kasrah + ya’ mati 

 كريم

ḍammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ῑ 

karῑm 

ū 

furūd 

 

F. Vokal rangkap 

Fatḥah + ya’ mati 

 بينكم

fatḥah + wawu mati 

 قول

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

ai 

bainakum 

au 

qaul 



 

x 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 

 اانتم

 

 اعدّت

 

 لئن شكرتم 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

A’antum 

 

U’idat 

 

La’in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

 

 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 القران

 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

 

A. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf   

Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 

 السماء

 الشمس

ditulis 

ditulis 

As-Samā’ 

As-Syam 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ذوى الفروض 

 اهل السنة 

ditulis 

ditulis 

żawi āl-furūd 

ahl al-sunnah 
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MOTO 

 

“tantangan adalah sesuatu yang harus dihadapi 

bukan dihindari 

oleh karena itu kita harus selalu siap menghadapi 

 walaupun waktu dan tempat yang berbeda” 

 

 

 

”Hari Ini Harus Lebih Baik  

Dari Pada Hari Kemarin” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persoalan mengenai narkotika1 menjadi persoalan nasional bahkan 

internasional, karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke 

seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkotika telah meluas ke dalam 

setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat mampu sampai 

masyarakat menengah ke bawah. Dari segi usia, narkotika tidak dinikmati 

golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan 

usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi 

sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.2 

Penyalahgunaan narkotika berada pada tingkat yang membahayakan, 

karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan 

sosial masyarakat dan dapat menghambat pembangunan nasional, selain itu 

dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan 

nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan 

para pendiri bangsa (founding fathers), yang tercantum di dalam alinea 

keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

                                                 
1Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan. Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

 
2 Hari Sasangka, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar 

Maju, 2003), hlm. 2. 



2 

 

 

Peredaran Narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah 

keberadaannya, karena untuk kepentingan kesehatan. Peraturan ini hanya 

melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang,3 

sebagaimana diatur Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Pentingnya peredaran narkotika perlu diawasi secara ketat 

karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. 

Mengenai masalah penyalahgunaan narkotika sebenarnya sudah 

menjadi isu yang umum, peredarannya yang semakin meluas hingga kepelosok 

negeri ini berdampak negatif pada setiap daerah-daerah tersebut. Seperti halnya 

di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, menurut data yang bersumber dari 

Ketua Badan Narkoba Kabupaten (BNK) Ahmad Marzuqi menyatakan: 

”Penikmat narkoba 90% adalah anak-anak dengan usia antara 15 – 17 tahun”.4  

Memenurut Genry Nuswantoro mengungkapkan: ada tiga masalah 

pokok yang dihadapi remaja saat ini yaitu masalah seksualitas, NAPZA, dan 

HIV Aids. Terkait penyebaran penyakit AIDS”. Kabupaten Jepara telah 

menempati rangking ke-3 di Jateng akibat seks bebas dan penyalahgunaan 

NAPZA.5 

                                                 
3 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, cet. 

III (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 6. 

 
4 Hal ini disampaikan pada acara sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Aula SMA Negeri 1 Tahunan, Selasa, 11 Mei 2010 yang 

dihadiri sebanyak 100 guru BK/BP SMP se-Jepara dan dihadiri oleh Kepala Kesbangpollinmas 

Soenarto yang juga menjabat Sekretaris BNK dan utusan dari Dinas/instansi terkait. Budi Prasetyo 

W, http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=576:90-persen-

penikmat-narkoba-berusia-remaja&catid=43:sosial&Itemid=646, akses 11 Maret 2012. 

 

 
5 Data yang bersumber dari Staff Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana (BPPKB) Kabupaten Jepara Supriyadi dan Ketua Pusat Informasi dan Konseling 

http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=576:90-persen-penikmat-narkoba-berusia-remaja&catid=43:sosial&Itemid=646
http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=576:90-persen-penikmat-narkoba-berusia-remaja&catid=43:sosial&Itemid=646
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Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak 

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan 

hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai 

faktor pangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tetapi 

dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, 

semakin meningkat pula penyalahgunaan narkotika tersebut.6 

Pengadilan Negeri Jepara menyatakan telah memberikan putusan 

sebanyak 62 kasus penyalahgunaan narkoba selama periode Januari 2008 

sampai Maret 2012,7 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Kab. Jepara Tahun 

2008 Samapai Maret 2012 

 

No BULAN 
TAHUN Jumlah 

total 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Jan  1   1  

2 Feb  2 4    

3 Mar     5  

4 Apr 2  8 6   

5 Mei   2    

6 Jun 3   4   

7 Jul 1  2 2   

8 Agst  2 1 2   

9 Sep 2 3 2    

10 Okt       

11 Nop    6   

12 Des   1    

 Jumlah 8 8 20 20 6 62 

 

                                                                                                                
(PIK)Remaja IRMANURIS Semarang Seminar kesehatan yang disampaikan Supriyadi dalam 

kegiatan Pelantikan Pengurus Daerah Nasyiatul Aisyiah (PDNA) Kabupaten Jepara Periode 

Muktamar XI dan Pengukuhan PIK KKR Nasyiatul Aisyiyah Se-Kabupaten Jepara, di Aula 

Masjid At Taqwa Jepara Sabtu, 8 Mei 2010. Ardiansyah, 

http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=577:separo-lebih-

penderita-hivaids-dari-kalangan-remaja&catid=43:sosial&Itemid=646, akses 11 Maret 2012.  

 
6 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, hlm. 7-8. 

 
7 Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara. 

http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=577:separo-lebih-penderita-hivaids-dari-kalangan-remaja&catid=43:sosial&Itemid=646
http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=577:separo-lebih-penderita-hivaids-dari-kalangan-remaja&catid=43:sosial&Itemid=646
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Berdasarkan data yang diungkapkan di atas bahwa tindak pidana 

narkoba dari tahun 2008 sampai Maret 2012 menunjukkan adanya kenaikan 

terhadap pengguna narkoba, termasuk di dalamnya penyalahgunaan narkotika. 

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap pelaku kejahatan yang 

masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma 

di luar norma hukum tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap 

penegakan hukum secara konsekuen. Padahal, penjatuhan sanksi pidana 

dapatlah dipandang sebagai politik pemerintah sebagai salah satu prevensi 

kejahatan.8 Dalam rangka pelaksanaan politik kriminal, pemerintah berupaya 

menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan 

penyalahgunaan narkotika yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana 

penal. 

Efektivitas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum 

(khususnya para hakim), maka kebijakan hakim dalam penjatuhan sanksi 

pidana dengan memberikan dampak deterrent effect terhadap pelaku 

kejahatan,9 diharapkan dapat membantu proses penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana narkotika. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menuliskannya 

menjadi suatu penelitian dalam skripsi yang berjudul Islam dan Penegak  

  

                                                 
8 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, hlm 9. 

 
9 Ibid., hlm.8. 
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Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 

Jepara Tahun 2011-2012). 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok 

permasalahannya, yaitu: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pidana yang 

dijatuhkan oleh hakim dalam kasus-kasus tindak pidana narkotika di 

Pengadilan Negeri Jepara, tahun 2011-2012? 

2. Bagaimana solusi Islam dalam upaya penanggulangan terhadap 

penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Jepara? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka 

penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap sanksi 

pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus-kasus tindak pidana 

narkotika di Pengadilan Negeri Jepara tahun 2011-2012. 

2. Untuk mendiskripsikan tentang solusi Islam dalam upaya 

penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Jepara. 
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Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi 

beberapa hal yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum Islam, 

khususnya dalam bidang hukum pidana Islam mengenai tinjauan 

hukum Islam dalam penegakan hukum terhadap tidak pidana 

narkotika. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini di tujukan kepada kalangan aparat penegak hukum 

agar dapat mengetahui tinjauan hukum Islam dalam penegakan 

hukum terhadap tindak pidana narkotika, sehingga dapat dijadikan 

masukan dalam cara berpikir dan bertindak dalam memberantas 

peredaran gelap narkotika, dan dalam memberikan sanksi dapat 

secara maksimal. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian ini mengenai Islam dan penegakan hukum terhadap kasus-

kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Jepara. Sumber-sumber 

yang mengkaji mengenai narkotika dari berbagai aspek telah banyak dilakukan, 

baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi maupun karya-karya ilmiah, Untuk 

memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, ada beberapa literatur 

yang terkait dengan penelitian ini. Di antaranya ada beberapa buku dan skripsi 

yang membahas hal tersebut, seperti: Buku yang berjudul Tindak Pidana 
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Narkotika10 yang disusun oleh Moh. Taufik Makaro dan kawan-kawan. Dalam 

buku tersebut dibahas mulai dari masalah narkotika hingga proses penerapan 

undang-undang narkotika dan proses hukum dalam tindak pidana narkotika.  

Selanjutnya buku yang berjudul Penegakan Hukum Psikotropika Dalam 

Kajian Sosiologi Hukum11 yang disusun oleh Siswanto Sunarso. Dalam buku 

tersebut membahas tentang penelitiannya dalam mengkaji sejauh mana 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dapat merespon 

keinginan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika 

dengan peran penegak hukum dan peran serta masyarakat. 

Skripsi Vindriyanti dengan judul Pertanggungjawaban Pidana 

Pengguna Narkotika (Studi Putusan No. 91/Pid.B/2006/PN.YK). Skripsi ini 

menerangkan tentang putusan perkara tindak pidana narkotika dan 

pertimbangan serta dasar hukum putusan hakim dalam perkara tindak pidana 

narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta.12 

Skripsi Lina Muakhiroh dengan judul Sanksi Pengguna Narkotika Oleh 

Anak (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002). 

Skripsi ini menerangkan tentang putusan, dasar hukum dan pertimbangan 

                                                 
10 Moh. Taufik Makaro, dkk., Tindak Pidana Narkotika, cet. I (Jakarta : Ghalia Indonesia, 

2003). 

 
11 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, 

cet. III (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 

 
12 Vindriyanti, “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Narkotika (Studi Putusan No. 

91/Pid.B/2006/PN. YK),” skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007. 
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Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pengguna narkotika oleh anak tahun 

2002.13 

Demikianlah, buku dan skripsi yang membahas narkotika, selanjutnya 

dari buku-buku tersebut akan diterapkan untuk pembanding dan referensi 

dalam penelitian lapangan mengenai Islam Dan Penegakan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara Tahun 

2011-2012), untuk kemudian diambil kesimpulan. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam 

UUD 1945,14 mempunyai konsekuensi untuk menegakkan hukum, yang artinya 

setiap tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang 

harus ditanggungnya harus didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut 

hukum juga. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang 

mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam tindakan yang konkret. 

Konsep penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. 

adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.15 

                                                 
13 Lina Muakhiroh, “Sanksi Pengguna Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta  Tahun 2002)” skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2008. 

 
14 Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). 

 
15 Jimly Asshiddiqie, httpjimly.commakalahnamafile56Penegakan_Hukum.pdf.pdf, akses 

12 April 2012. 
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Max Weber dalam teori paksaan (dwang theory) mengemukakan 

bahwa16: penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan 

secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata 

tertib dan ketertiban. Paksaan dimaksudkan hanya dapat dilakukan oleh 

kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian 

(dalam hal ini seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan). 

Lembaga Pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada 

mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar 

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak 

lainnya, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kehadiran lembaga itu 

merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang 

notabene bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga 

itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam 

kenyataan.17 

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan dalam melaksanakan wewenang 

yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya 

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 

  

                                                 
16 Dikutip oleh Sudjono Dirjosiswono, Pengantar Tentang Psikologi Hukum, (Bandung: 

Alumni, 1983) hlm. 73. 

 
17 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), hlm. 4. 
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Tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat 

hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan 

apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan 

kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak mungkin ia menolaknya.18 

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam 

melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim 

wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun.19 

Sebagaimana firman Allah Swt.: 

 

 20وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

Ulama fikih mengemukakan bahwa hukuman pada tindak pidana 

haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Hukuman itu disyari’atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum 

yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari’at Islam. Prinsip ini 

yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas. 

2. Hukum itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena 

pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya, 

orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang 

dilakukan oleh seseorang. 

                                                 
18 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 40. 

 
19 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, cet.I, (Yogyakarta: Teras, 2009), 

hlm.219. 

 
20 Al-Nisa>’ (4): 58. 
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3. Hukum harus bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, 

karena pelaku tindak kejahatan di muka hakim berlaku sama 

derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, 

rakyat atau penguasa.21 

Dalam merelaisir persoalan pelanggaran hukum, maka perlu adanya 

sanksi, namun demikian dalam menentukan sanksi dalam pemidanaan ada 

berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan,22 namun menurut 

Adami Chazawi dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu: 

Teori pembalasan, Teori Tujuan,Teori Gabungan.23 

Usaha penanggulangan kejahatan dengan pemidanaan pada hakikatnya 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana nasional maupun 

pidana Islam. Tujuan ditegakkannya hukuman dalam Islam pada prinsipnya 

adalah demi kemaslahatan manusia, hal ini  terakomodir dalam al-Maqāṣid 

asy-Syarī’ah yang merupakan gagasan tentang dasar-dasar atau maksud-

maksud pembuat hukum (Allah dan Nabi), dalam mensyariatkan suatu hukum. 

Diantara dasar-dasar tersebut adalah bahwa hukum diturunkan untuk 

memelihara segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan manusia (urusan-

urusan yang d}aru>ri>). Urusan-urusan yang d}aru>ri> tersebut berisi lima hal, yaitu 

                                                 
21 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam, hlm. 113-115. 

 
22 Ibid, hlm. 124. 

 
23 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2001), hlm. 157. 
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agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi, kelima unsur pokok tersebut harus 

dijaga atau dilindungi.24 

Permasalahan penyalagunaan narkotika, status hukumnya dalam 

konteks fikih memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam Al-Qur’an 

maupun Sunnah, karena masalah narkotika tidak dikenal pada masa Nabi 

Muhammad Saw.25 Begitupula ulama berbeda pendapat dalam menentukan 

sanksi pelaku tindak pidana narkotika, yaitu pertama, sanksi hukumannya 

adalah Had, kedua, sanksi hukumannya adalah ta’zi>r.26 Menurut penulis Sanksi 

bagi palaku penyalahguna narkotika adalah ta’zi>r, hal ini berdasarkan pendapat 

Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu: 

 

ج والحشيشة والافيون، لما فيها من يحرم كل مايزيل العقل من غير الا شربة المائعة كالبن

ة ذنها ليست فيها لفى الإاسلام، ولكن لا حد فيها، وإ ضررمحقق، ولاضرر ولاضرار

 27.نما فيها التعزيرطررب، ويدعو لليلها إلى كييراا وإولا

 

Menurut Abdul Aziz Amir, sanksi ta’zi>r itu banyak macamnya, yaitu; 

1. Sanksi yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid; 

                                                 
24 Chaerul Uman dkk., Ushul Fiqih II, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), hlm. 125-128. 
 
25 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Pidana Nasional, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 113. 

 
26 Ibid., hlm.126. 

 
27 Dikutip oleh Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 128. Lihat juga Wahbah 

al-Zuhaili, al-fiqh al-‘Isla>mi> wa ‘Adillatuhu. (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t), hlm. 166 
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2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti 

penjara dan pengasingan; 

3. Sanksi yang berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan, 

perampasan dan penghancuran.28 

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan 

penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut dalam 

hukum nasional maupun hukum Islam. Sistem pemidanaannya adalah dengan 

menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan 

Hakim yang bertujuan tercapainya tujuan dari pemidanaan itu sediri. Adapun 

tujuan pemidanaan dalam Islam adalah sebagai berikut: 

1. Pembalasan (al-Jaza>’) 

2. Pencegahan (az-Zajr) 

3. Pemulihan/ Perbaikan (al-Isla>h) 

4. Restorasi (al-Isti’a>dah) 

5. Penebusan Dosa (at-Takfir)29 

Uraian di atas akan menjadi landasan teori atau kerangka acuan guna 

melakukan penelitian tentang Islam dan penegakan hukum terhadap tindak 

pidana narkotika di Pengadilan Negeri Jepara. 

 

                                                 
28 Dikutip oleh Mardanai, Penyalahgunaan Narkoba, hlm. 129-130. 

 
29 Ocktoberrinsyah, Tujuan Pemidanaan Dalam Islam, dalam In Right, Jurnal Agama dan 

Hak Azazi Manusia, (Yogyakarta: Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam (Jinayah 

Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga, 2011), hlm. 22-23. 
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F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penelitian maka diperlukan 

metode dan prosedur yang baik, sehingga akan mudah mendaptkan data yang 

dimiliki. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian tentang Islam Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara Tahun 

2011-maret 2012) Cara yang dipakai melalui bentuk kualitatif, yaitu 

untuk memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara 

(interview), dokumentasi dan observasi langsung dengan subyek 

penelitian.30 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berusaha 

menjelaskan, mengelompokkan, memberikan gambaran, serta 

menyelesaiakan data yang diperoleh dari penelitian untuk kemudian 

dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan 

kebenarannya. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, tidak di lihat dari besarnya jumlah 

sampel dalam mewakili populasi, namun lebih ditentukan kepada luas 

                                                 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. VIII (Jakarta: 

Rineke Cipta, 1992), hlm. 194-200. 
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informasi yang diperlukan dalam penelitian. penentuan sampel secara 

sengaja (purposive sampling) di lihat berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu sesuai dengan hasil penelitian yang ingin dicapai. 

purposive sampling diajukan dengan cara mengambil subjek bukan 

berdasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas 

tujuan tertentu.31 maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

keterangan hakim, keterangan ketua panitera muda, 5 (lima) putusan 

pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dari tahun 

2011 sampai Maret 2012 dan data perkara pidana di Pengadilan Negeri 

Jepara dari Tahun 2008 sampai Maret 2012. Pemilihan sumber data ini 

berdasarkan asumsi bahwa hal tersebut merupakan sumber data yang 

terlibat secara langsung pada kegiatan penelitian ini. 

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data 

sekunder (secondary data), adapun yang dimaksud dengan data 

sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber 

pertama, tetapi menelusuri dan meneliti buku-buku hukum, peraturan 

perundang-undangan, artikel dijurnal hukum, dan sumber kepustakaan 

lain yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Pengumpulan Data Primer 

                                                 
31Ibid., hlm.115. 
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Metode pengumpulan data primer diperoleh melalui 

wawancara kepada Hakim dan Ketua Panitera Muda di 

Pengadilan Negeri Jepara. Adapun hakim yang bersedia 

diwawancarai yaitu Bapak Boy Syailendra, SH. M.Hum, hal ini 

dikarenakan beliaulah yang pernah memeriksa dan memutuskan 

pada kasus tindak pidana narkotika. Selain itu untuk menambah 

informasi, maka dilakukanlah wawancara kepada Ketua Panitera 

Muda yaitu Bapak Utomo, SH., karena beliaulah yang 

mengetahui dan menyimpan berkas perkara pidana, termasuk di 

dalamnya yaitu putusan-putusan Pengadilan Negeri Jepara, 

sehingga dengan hal tersebut setidaknya beliau pantas 

diwawancarai untuk menggali masalah tindak pidana narkotika 

di Pengadilan Negeri Jepara. Adapun alat bantu yang digunakan 

dalam wawancara ini menggunakan flash disk record. 

Metode pengumpulan data primer selain diperoleh 

melalui wawancara, dapat pula diperoleh melalui dokumen-

dokumen, yaitu: 5 (Lima) Putusan Pengadilan Negeri Jepara 

yang berkaitan dengan kasus tindak pidana narkotika pada tahun 

2011 sampai Maret 2012, seperti pada putusan perkara: Nomor: 

168/ Pid. B/ 2011/ PN. Jpr, Nomor: 183/ Pid. B/ 2011/ PN. Jpr, 

Nomor: 270/ Pid. B/ 2011/ PN. Jpr, Nomor: 28/ Pid. Sus/ 2012/ 

PN. Jpr; Nomor: 166 Pid. Sus/ 2012/ PN. Jpr. dan Arsip Perkara 
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Pidana Di Pengadilan Negeri Jepara dalam bentuk soft copy 

ataupun hard copy. 

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Sedangkan untuk metode pengumpulan data sekunder 

diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran 

kepustakaan seperti undang-undang dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan narkotika, selain itu 

mempelajari buku-buku atau literature-literatur yang berkaitan 

dengan pemidanaan narkotika. 

5. Analisis Data 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis dengan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menjelaskan, 

mengelompokkan, serta menyelesaikan data yang diperoleh dari 

penelitian untuk kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti 

menurut kualitas dan kebenarannya untuk dibuat kesimpulan. Hasil dari 

analisis ini kemudian disusun secara sistematis dan dituangkan dalam 

skripsi. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, akan digunakan pokok-pokok bahasan 

secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub 

bab sebagai perinciannya. Adapun  sistematika pembahasannya adalah sebagai 

berikut: 
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Bab Pertama, sebagaimana lazimnya dimulai dengan pendahuluan yang 

terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab Kedua, membahas mengenai Islam, tindak pidana narkotika dan 

masyarakat, meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana dan sanksi pidana, 

tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dan 

kemaslahatan masyarakat, dan tindak pidana narkotika dalam Islam. 

Bab Ketiga, membahas mengenai Peradilan tindak pidana narkotika di 

Pengadilan Negeri Jepara (tahun 2011- Maret 2012), meliputi gambaran umum 

Pengadilan Negeri Jepara, deskripsi kasus tindak pidana narkotika yang diadili 

di Pengadilan Negeri Jepara, pertimbangan hakim dalam memutuskan 

pemidanaan pada kasus tindak pidana narkotika dan penjatuhan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

Bab Keempat, membahas mengenai analisis Islam terhadap kasus-kasus 

tindak pidana narkotika yang diadili di Pengadilan Negeri Jepara meliputi 

tinjauan pemidanaan dalam Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri 

Jepara pada kasus tindak pidana narkotika dan upaya penanggulangan terhadap 

penyalahgunaan narkotika dalam Islam 

Dan yang terakhir, pada Bab Kelima diisi dengan kesimpulan dan saran 

dari analisis pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari pokok 

masalah dan akan disampaikan saran dari kesimpulan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun uraikan 

pada awal pembahasan dan yang menjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini, 

yakni: 

Pertama, pandangan Islam terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh hakim 

pada pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Jepara, dapat 

disimpulkan bahwa: Pemidanaan yang dijatuhkan hakim yang bersendikan 

pada falsafah pembalasan, sanksi pidana yang diberikan pada pelaku tindak 

pidana narkotika dinilai masih terlalu ringan, karena hakim pada Pengadilan 

Negeri Jepara dalam memberikan sanksi rata-rata masih dalam batas minimal, 

seharusnya hakim bisa menjatuhkan sanksi pidana lebih berat sesuai batas 

maksimal yang diterapkan dalam ketentuan Undang-Undang undang-undang 

Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., sehingga ada 

identifikasi bahwa dari penjatuhan yang masih dirasa ringan ini mengakibatkan 

efek dari penjatuhan sanksi penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika dinilai 

kurang efektif. Hal ini terlihat masih banyaknya para pemakai, dan terlebih 

masih berkeliarannya para pengedar dan produsen yang belum ditangkap dan 

diadili. Hakim yang diberi kekuasaan atau kewenangan untuk menjatuhkan 

hukuman ta‘zir kepada pelaku tindak pidana belum sesuai dengan keadaan 

pelaku dan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Jika demikian halnya maka 
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dapat dikatakan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika 

dirasa masih gagal dalam menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan 

narkotika. Kemudian penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap terpidana di 

Pengadilan Negeri Jepara, hakim belum pernah memberikan putusan 

rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, hal ini dikarenakan para 

hakim beranggapan bahwa para pelaku tindak pidana narkotika belum 

memenuhi kriteria yang ada pada SEMA No. 4 Tahun 2010. Sehingga hakim 

berkeyakinan untuk di penjarakan dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu  

Kedua, dalam menyikapi permasalahan penyalahgunaan narkotika, 

Islam memberikan beberapa solusi untuk menanggulanginya, yaitu: a) 

menerapkan nilai-nilai Islam seperti mewajibkan negara membina ketakwaan 

warganya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. b) Hakim 

dalam menjatuhkan hukuman setidaknya diri, kondisi, moral, riwayat hidup 

dan agama si pelaku menjadi bahan pertimbangan, dan mempertimbangkan 

dengan saksama semangat memelihara masyarakat umum dari tindak pidana 

narkotika. c) membentengi diri dan keluarga dari narkoba dengan cara 

Mengajarkan aqidah yang benar, Memperbaiki keluarga, sehingga keluarga 

menjadi tempat yang nyaman bagi anggotanya, Menanamkan kebiasaan untuk 

memanfaatkan waktu, Memilihkan lingkungan yang baik dan Menjaga 

ketaatan kepada Allah 
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya 

dilaksanakan secara profesional dan objektif serta memasukkan nilai-

nilai Islam, sehingga dalam menjatuhkan putusannya benar-benar demi 

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim, dan 

apabila ditemukan  indikasi penyimpangan agar diberi sanksi yang 

tegas juga dalam merekrut hakim benar-benar bebas KKN agar 

ditemukan hakim yang berkualitas 

3. Diperlukan penyempurnaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika mengenai kejelasan merehabilitasi pelaku tindak 

pidana narkotika. agar tidak ada celah bagi pelaku tindak pidana 

narkotika untuk meminta rehabilitasi untuk menghindari hukuman yang 

berat.



 

105 

DAFATR PUSATAKA 

A. Al-Qur’an 

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk 

Agung, 1989. 

 

B. Hadis 

Abu Da>ud, Sunan Abi Da>ud, Mesir: Mustafa babi al-Halabi, 1952. 

Imam Muslim, Shahi>h Muslim, X, Singapura: Sulaiman Mar’I, t.t. 

 

C. Fikih Dan Ushul Fikih 

Abd. al-Qa>dir ‘Audah, al-Tasyri>’ al-Jina>’i al-Isla>mi> Qa>hira: Da>r al-Tura>ts, 

t.t. 

Abu> al-H{assa>n Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu‘jam Maqa>yis al-

Lugah, Mesir : Mus}t}afa> Ba>bi> al-H{alabi>, 1970. 

Ah}mad Fath}i Bahansi>, al-‘Uqu>bah fi> Fiqh al-Isla>mi>, Mesir : Da>r al-

‘Urubah, 1961. 

Chaerul Uman dkk., Ushul Fiqih II, Bandung : Pustaka Setia, 1998. 

H. A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam 

Islam), cet. II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997. 

Ibra>hi>m Ani>s dkk., al-Mu‘jam al-Wasi>t}, cet. II, ttp., t.t. 

Lowis Ma’lu>f, al-Munjid fi al-Lughah wa al I’la>m, Baeru>t: Da>r al 

Masyriq, 1975. 

Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), cet. II, ttp : 

Pesantren Nawesea Prees, 2010. 

------------------------, Hukum Pidana Islam di Indonesia, cet. I, 

Yogyakarta: Teras, 2009. 

------------------------, “Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam 

Perspektif Islam”, dalam Asy-Syir’ah Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN 

Yogyakarta, 2001. 



106 

 

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Pidana Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008 

Ocktoberrinsyah, Tujuan Pemidanaan Dalam Islam, dalam In Right, 

Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Yogyakarta: Jurusan Hukum Pidana dan 

Tata Negara Islam (Jinayah Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 

Kali Jaga, 2011. 

Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, Libanon: Da>r al-Fikr, t.t. 

Wahbah al-Zuhaili, al-fiqh al-‘Isla>mi> wa ‘Adillatuhu. Beirut: Da>r al-Fikr, 

t.t. 

 

D. Hukum Pidana 

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2001. 

Hari Sasangka, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, 

Bandung: Mandar Maju, 2003. 

Moh. Taufik Makaro, dkk., Tindak Pidana Narkotika, cet. I, Jakarta : 

Ghalia Indonesia, 2003. 

Muchlis Catio, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan 

Narkoba di Lingkungan Pendidikan, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2006. 

MUI, Himpunan Kepustakaan dan Fatwa MUI (Jakarta: Sekretaris MUI, 

t.t. 

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 

Bandung: Alumni, 1998. 

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006. 

Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian 

Sosiologi Hukum, cet. III, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 

Soedjono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995. 

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1983. 



107 

 

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993. 

Sudjono Dirjosiswono, Pengantar Tentang Psikologi Hukum, Bandung: 

Alumni, 1983. 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek, cet. 

VII, Jakarta: Rineke Cipta, 1992. 

 

E. Undang-Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

KUHAP dan KUHP , Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 

SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 

Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Medis Dan 

Rehabilitasi Sosial. 

 

F. Kamus Dan Ensiklopedia  

Ahmad Warsun Munawwir, Kamus al-Munawwir, Surabaya : Pustaka 

Progressif, 1997. 

Ahmad Wason Munawir, Kamus Arab Indonesia, cet. I, Yogyakarta: 

Pusataka Progresif, t.t. 

Ahsin Sakho Muhammad (et al.), Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, cet. I, 

Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008. 

 

G. Websites 

JimlyAsshiddiqie,httpjimly.commakalahnamafile56Penegakan_Hukum.pd

f.pdf, akses 12 April 2012. 

http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article

&id=577:separo-lebih-penderita-hivaids-dari-kalangan-

remaja&catid=43:sosial&Itemid=646, akses 11 Maret 2012. 

http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=577:separo-lebih-penderita-hivaids-dari-kalangan-remaja&catid=43:sosial&Itemid=646
http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=577:separo-lebih-penderita-hivaids-dari-kalangan-remaja&catid=43:sosial&Itemid=646
http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=577:separo-lebih-penderita-hivaids-dari-kalangan-remaja&catid=43:sosial&Itemid=646


108 

 

http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article

&id=577:separo-lebih-penderita-hivaids-dari-kalangan-

remaja&catid=43:sosial&Itemid=646, akses 11 Maret 2012.www.pn-jepara.go.id.

http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=577:separo-lebih-penderita-hivaids-dari-kalangan-remaja&catid=43:sosial&Itemid=646
http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=577:separo-lebih-penderita-hivaids-dari-kalangan-remaja&catid=43:sosial&Itemid=646
http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=577:separo-lebih-penderita-hivaids-dari-kalangan-remaja&catid=43:sosial&Itemid=646
http://www.pn-jepara.go.id/


 

I 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

TEJEMAHAN AL-QUR’AN DAN AL-HADIST 

No Hlm Fn TERJEMAHAN 

 

BAB I 

 

1 10 20 
Bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka 

hendaklah kamu tetapkan dengan cara yang adil 

2 12 27 

Diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal 

(mabuk), walaupun tanpa diminum, seperti ganja, opiat, 

karena jelas-jelas berbahaya. Padahal dalam Islam 

melarang pada hal-hal yang membahayakan diri sendiri 

dan orang lain, tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi 

pelakunya, penyalahgunaan narkoba, kareana narkoba 

tidak ada kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung 

adiksi, karena itu hukumannya adalah ta’zir. 

 

BAB II 

 

3 27 31 

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa 

yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

4 28 34 

Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu 

mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-

mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada 

mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar). 

5 28 35 

Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) 

memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali 

setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak 

(pula) mengambil pelajaran 

6 29 38 

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa 

yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) 

sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, 

Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

7 31 43 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; 

orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 



 

II 

hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 

mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah 

(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 

hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada 

yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang 

demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 

suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah 

itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih 

8 33 49 

Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) 

sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; 

Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang 

9 44 72 

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih 

besar dari manfaatnya. 

10 44 73 

Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu salat, 

sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu 

mengerti apa yang kamu ucapkan. 

11 44 74 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi 

nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk 

perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 

agar kamu mendapat dapat keberuntungan. Sesungguhnya 

setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 

kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan 

berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah 

dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari 

mengerjakan pekerjaan itu). 

12 45 78 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 

13 45 79 
Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dengan 

tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan 

14 46 80 

Allah melaknat khamar, peminumnya, penjualnya, 

pembelinya, pemerasnya, pengambil manfaat dari 

harganya, yang menyuruh memerasnya, pembawanya dan 

yang menerimanya 

 46 81 

Sesungguhnya, orang yang menyimpan anggur pada hari 

panen, sehingga ia menjualnya dan ia menjadikannya 

sebagai khamar, maka ia akan masuk neraka 

 46 82 
Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian 

dengan jalan batil 

 46 83 

Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan 

ketaqwaan dan janganlah kalian tolong-menolong dalam 

perbuatan dosa dan permusnahan 

 



 

III 

Lampiran 2 

BIOGRAFI ULAMA 

Imam Muslim 

Imam Muslim, adalah seorang ahli hadis terkenal yang telah menyusun 

kitab Sahih Muslim. Nama lengkap beliau adalah Muslim Ibn al-Hajjaj al-

Qusyairi al-Naisaburi. Karya-karya beliau yang paling populer adalah al-jami' as-

Sahih yang terkenal dengan Sahih Muslim, Kitab tersebut disusunnya selama 15 

tahun dan terkenal dengan Sahih Muslim. Kitab tersebut menghimpun sebanyak 

12.000 buah hadist. Beliau menempati urutan ke dua setelah Sahih al-Bukhari. 

Imam Muslim wafat di negeri tempat kelahirannya, yaitu Naisaburi pada tahun 

261 H. 

 

Abu Dawud 

Abu Dawud nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin 

Basyir bin Syidad bin ‘Amr al-Azdi as-Sijistani, seorang imam ahli hadis yang 

sangat teliti, tokoh terkemuka para ahli hadis setelah dua imam hadis Bukhari dan 

Muslim serta pengarang kitab Sunan. Ia dilahirkan pada tahun 202 H/817 M di 

Sijistan. 

Para ulama yang menjadi guru Imam Abu Dawud banyak jumlahnya. Di 

antaranya guru-guru yang paling terkemuka ialah Ahmad bin Hanbal, al-Qa’nabi, 

Abu ‘Amr ad-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja’, Abu’l Walid at-

Tayalisi dan lain-lain. Sebahagian gurunya ada pula yang menjadi guru Imam 



 

IV 

Bukhari dan Imam Muslim, seperti Ahmad bin Hanbal, Usman bin Abi Syaibah 

dan Qutaibah bin Sa’id. 

Setelah mengalami kehidupan penuh berkat yang diisi dengan aktivitas 

ilmiah, menghimpun dan menyebarluaskan hadis, Abu Dawud meninggal dunia di 

Basrah yang dijadikannya sebagai tempat tinggal atas permintaan Amir 

sebagaimana telah diceritakan. Ia wafat pada tanggal 16 Syawwal 275 H/889M.  

Imam Abu Dawud banyak memiliki karya, antara lain: Kitab AS-Sunnan 

(Sunan Abu Dawud). Kitab Al-Marasil. Kitab Al-Qadar. An-Nasikh wal-

Mansukh. Fada’il al-A’mal. Kitab Az-Zuhd. Dala’il an-Nubuwah. Ibtida’ al-

Wahyu. Ahbar al-Khawarij. 

 

As-Sayyid Sabiq 

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at- Tihami dan Husna Ali Azeb 

pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki 

reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi 

keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sa>biq menerima pendidikan pertama di 

Kutta>b, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat 

ibtidaiah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh asy-Syaha>dah 

al-‘A>limiyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap 

sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Karya monumental 

beliau yang dihasilkan diantaranya adalah Fiqh as-Sunnah, Al-Aqaid fil-Islam, 

Dakwah al-Islam, Islamuna, dan lain-lain. 

  



 

V 

Wahbah az-Zuhaili 

Nama lengkapanya adalah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar 'atiyah 

Damaskus pada tahun 1932 M./1350 H., beliau belajar di fakultas Syari'ah 

Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1956 M./1375 H., dan memperoleh gelar 

Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) pada tahun 1963 M./1382 H., 

pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas 

Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fikih, usul fikih. 

 

Abd al-Qodir Audah 

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 

1930. beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mesir dan 

sebagai tangan kanan mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh 

Hasan al-Banna. Dalam lingkup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai 

hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip mentaati Undang-

Undang selama ia yakin bahwa Undang-Undang tersebut tidak bertentangan 

dengan syari'at Islam. Adapun karya beliau adalah at-Tasyri al-Jina'i al-Islami 

(Hukum Pidana Islam) dan al-Islam wa Auda'una al-Qonuni (Islam dan peraturan 

perundang-undangan). Beliau wafat sebagai seorang syuhada pada sebuah drama 

tiang gantung akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh lawan politiknya 

pada 8 Desember 1945. 

 

  



 

VI 

Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Jika melihat para terdakwa kasus tindak pidana narkotika yang sudah diadili 

Pengadilan Negeri Jepara, apa yang menjadi penyebab mereka melakukan 

penyalahgunaan narkotika? 

2. Berapa besar pelaku tindak pidana narkotika (pemakai, pengedar, produsen) 

yang sudah diadili di Pengadilan Negeri Jepara? 

3. Apakah ada aparat penegak hukum yang terjerat kasus tindak pidana 

narkotika? 

4. Siapa sajakah yang menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana narkotika? 

5. Berapa besar residivis penyalahguna narkotika yang diadili di Pengadilan 

Negeri Jepara dalam waktu 2 tahun terakhir ini? 

6. Apa saja jenis narkotika yang  digunakan oleh penyalahguna narkotika? 

7. Apa saja jenis pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana narkotika? 

8. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap pelaku tindak pidana narkotika? 

9. Mengapa para pelaku tindak pidana narkotika yang sudah diadili tidak diputus 

dengan hukuman rehabilitasi? 

10. Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh Hakim atau dari pihak 

Pengadilan Negeri Jepara untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika? 
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Lampiran 4 

SURAT BUKTI PENELITIAN 
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